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PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 
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PELAKSANAAN REVIU  

ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meyakinkan keandalan informasi 

laporan keuangan pemerintah daerah sebelum 

disampaikan oleh gubernur, bupati/wali kota kepada 

Badan Pemeriksa Keuangan perlu dilakukan reviu atas 

laporan keuangan pemerintah daerah oleh Aparat 

Pengawas Internal Pemerintah; 

b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor                     

4 Tahun 2008 tentang Pedoman Reviu atas Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan 

perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga 

perlu diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri tentang Pelaksanaan Reviu Atas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual;  
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4916); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 

2006, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5165) 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041)  

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG 

PELAKSANAAN REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN 

PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL.  
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BAB I  

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1  

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah. 

3. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya 

disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, 

unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, 

inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah 

kabupaten/kota. 

4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 

disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola 

Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas 

melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai 

bendahara umum daerah. 

5. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya 

disingkat LKPD adalah pertanggungjawaban pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. 

6. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat 

LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi 

pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, 

pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, 

yang masing-masing diperbandingkan dengan 

anggarannya dalam satu periode. 

7. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang 

selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang 

menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun 

pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, 

koreksi dan SAL akhir. 
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8. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi 

keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang 

dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.  

9. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah 

laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh 

kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang 

tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan 

surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan 

yang penyajiannya disandingkan dengan periode 

sebelumnya.  

10. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah 

laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, 

penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu 

periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada 

tanggal pelaporan.  

11. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat 

LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai 

perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, 

surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.  

12. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya 

disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi 

tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas 

nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, 

LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang 

memadai. 

13. Entitas Akuntansi adalah perangkat daerah pengguna 

anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan 

akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk 

digabungkan pada entitas pelaporan. 

14. Entitas Pelaporan adalah perangkat daerah yang terdiri 

dari satu atau lebih entitas akuntansi yang wajib 

menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa 

laporan keuangan. 

15. Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berbasis 

akrual yang selanjutnya disebut reviu adalah prosedur 

penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan 

analitis yang harus menjadi dasar memadai bagi 
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Inspektorat untuk memberi keyakinan terbatas atas 

laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material 

yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan 

keuangan tersebut disajikan berdasarkan Sistem 

Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan sesuai 

dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). 

16. Sistem Pengendalian Intern, yang selanjutnya disingkat 

SPI adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh 

manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan 

yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, 

ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dan 

keandalan penyajian laporan keuangan. 

17. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya 

disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang 

diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan 

keuangan pemerintah. 

18. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui 

pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam 

pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui 

pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan 

pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan 

dalam APBD. 

19. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya 

disingkat SAPD adalah rangkaian sistematik dari 

prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain 

untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis 

transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di 

lingkungan organisasi pemerintahan daerah. 

20. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip akuntansi 

yang telah dipilih berdasarkan standar akuntansi 

pemerintahan untuk diterapkan dalam penyusunan dan 

penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. 

21. Penelusuran angka adalah prosedur menelusuri angka-

angka yang disajikan da1am laporan keuangan ke buku 

atau catatan-catatan yang digunakan untuk meyakini 

bahwa angka-angka tersebut benar. 
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